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BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI JERARA NOMOR 51 TAHUN 2013
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 angka 25 Romawi V
ditentukan bahwa Program dan kegiatan yang dibiayai dari
DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus,
Dana Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat,
Dana Insentif Daerah, Dana Darurat, dan Dana Transfer
lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan
kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya
yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan
dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului penetapan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran
APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD,
menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan, dan ditampung dalam Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD, atau dicantumkan dalam
Laporan Realisasi Anggaran, apabila pemerintah daerah telah
menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan
perubahan APBD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 51
Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
' Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor
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11.
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 57);
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Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Repul?lik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51355);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593); :

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Fﬁ)ﬁ'ﬁk G m
Tembaran Necara Republik Indonesia Né bryor a6y HUKUN§




22.

23.

24,

25.

26.

2 i

28.

29,

30.

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 51695);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dacrah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan .Bantuan...Sosial.Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapataniilﬁﬁﬁél’iﬁjhﬁ%@ﬂdﬂ%
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014; I

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004
tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 295),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006
tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun
2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dan
Kelurahan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2010
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17
Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun
2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun
2010 Nomor 18, Tambahan Lembah 5 Jar a’hwmafhmpﬁten
Jepara Nomor 18): | HUON
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Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun
2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2011
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 195);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2011
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal
Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara (Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2011
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun
2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2012
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2012
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten
Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun
2013 Nomor 16);

Peraturan Bupati Jepara Nomor 51 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013
Nomor 393) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 51
Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014.




Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 51 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 393) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 51 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 182.092.319.000
b. Dana Perimbangan Rp. 1.013.014.157.000
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 289.038.116.000

Jumlah Pendapatan Rp. 1.484.144.592.000
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 769.043.747.000
2) Belanja Bunga Rp. 0
3) Belanja Subsidi Rp. 234.085.000
4) Belanja Hibah Rp. 41.239.500.000
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 9.272.240.000
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 3.785.000.000
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 51.904.567.000
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 1.200.000.000

Rp. 876.679.139.000
b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 21.171.352.000
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 513.272.094.000
3) Belanja Modal Rp. 193.040.980.000
Rp. 727.484.426.000
Jumlah Belanja Rp. 1.604.163.565.000
Defisit (Rp. 120.018.973.000)
3. Pembiayaan
" a. Penerimaan Rp. 129.919.973.000
b. Pengeluaran Rp. 9.901.000.000
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 120.018.973.000

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan




Ketentuan dalam Lampiran [ diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II antara lain :

1.

10.

1-1.
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Pada Urusan 1.01 Pendidikan pada SKPD 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.01 Dinas Kesehatan terdapat
beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.03 Puskesmas Keling I terdapat
beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.04 Puskesmas Keling II
terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.05 Puskesmas Bangsri I
terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.06 Puskesmas Bangsri II
terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.07 Puskesmas Kembang
terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.08 Puskesmas Mlonggo I
terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.09 Puskesmas Pakis Ajl
terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.10 Puskesmas Jepara terdapat
beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.11 Puskesmas Tahunan
terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.12 Puskesmas Batealit terdapat

beberapa kegiatan yang diubah;
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Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.713 Puskesmas Kedung I
terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.14 Puskesmas Kedung II
terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.15 Puskesmas Pecangaan
terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.16 Puskesmas Kalinyamatan
terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.17 Puskesmas Welahan I
terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.18 Puskesmas Welahan II
terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.19 Puskesmas Mayong I
terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 1.02 Keschatan pada SKPD 1.02.20 Puskesmas Mayong II
terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.21 Puskesmas Nalumsari
terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.22 Puskesmas Karimunjawa
terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.23 Puskesmas Donorojo
terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 1.04 Perumahan Rakyat pada SKPD 1.04.01 Dinas Cipta Karya,
Tata Ruang dan Kebersihan terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada
SKPD 1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 1.17 Kebudayaan pada SKPD 1.17.01 Dinas Pariwisata dan
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34.

Pada Urusan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintaﬁan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian pada
SKPD 1.20.03 Sekretariat Daerah terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
Pada Urusan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian pada
SKPD 1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian pada
SKPD 1.20.07 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian pada
SKPD 1.20.08 Badan Kepegawaian Daerah terdapat beberapa kegiatan yang
diubah;

Pada Urusan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daecrah, Kepegawaian Dan Persandian pada
SKPD 1.20.10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat beberapa
kegiatan yang diubah,;

Pada Urusan 1.21 Ketahanan Pangan pada SKPD 1.21.01 Kantor Ketahanan
Pangan terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 2.01 Pertanian pada SKPD 2.01.01 Dinas Pertanian dan
Peternakan terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

Pada Urusan 2.06 Perdagangan pada SKPD 2.06.01 Dinas Perindustrian dan

Perdagangan terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

b Moy Py
Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 16 Mei 2014

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara

pada tanggal 16 Mei 2014
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